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Abstract: Effect of Good Corporate Governance Corporate Performance Against Owned. This
study aimsto look at the performance of PT Riau Airlines. The research was carried out using
quantitative descriptive method. Necessary datain this study isthe primary data, ie data sourced
from respondentsinclude the implementation of good corporate governanceto PT Riau Airlines
with reviewing aspects of transparency, accountability & responsibility, responsiveness,
independence, and fairness, secondary data taken from PT Riau Airlines. Techniques of data
collection in this study were questionnaires and interviews.The results showed that the
implementation of good corporate governance, of all aspects of giving effect to theimplementation
of good corporate governance, aspects Accountability have the greatest influence on the
implementation of good corporate governancein PT RiauAirlines. Thus PT Riau Airlines should
be abletoimplement all aspects of good corporate governanceif you want to pursue operational.

Abstrak: Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Milik Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerjaPT RiauAirlines. Penelitianini dilaksanakan dengan
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Datayang diperlukan dalam penelitian ini adalah data
primer; yaitu data yang bersumber dari responden meliputi pelaksanaan good corporate
governance terhadap PT Riau Airlines dengan meninjau aspek transparency (transparansi),
accountability & responsibility (per-tanggung-jelasan & pertanggung-jawaban), responsiveness
(ketanggapan), independence (independensi), dan fairness (kewajaran), data sekunder diambil
dari PT RiauAirlines. Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini adal ah angket dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pel aksanaan good corporate governance dari semuaaspek
memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan good corporate governance, aspek Akuntabilitas
(Accountability) memberikan pengaruh terbesar terhadap pelaksanaan good corporate
governance padaPT RiauAirlines. Dengan demikian PT RiauAirlines harus dapat menerapkankan
semua aspek good corporate governance bilaingin melanjukan operasionalnya.
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PENDAHULUAN

Sesual dengan amanat UUD 1945, pemerintah
daerah berwenang mengatur dan mengurussen-
diri pemerintahannyamenurut asasotonomi dan
tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwuj udnyakesgjahteraan masyarakat melalui
peningkatan pel ayanan, pemberdayaan, dan peran
sertamasyarakat. Di sampingitumelaui otonomi
|uas, daerah diharapkan mampu meningkatkan
dayasang dengan memperhatikan pring p demo-
krasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan sertapotens dan keanekaragaman
daerah ddam s stem NegaraK esatuan Republik
Indonesia(NKRI).

Ddam pel aksanaannyaotonomi itu dilaku-
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kan dengan titik berat padademokrasi, peme-
rataan, keadilan sertakemandirian daerah dalam
mengurus rumahtanggasendiri dengan melibat-
kan partisipas aktif masyarakat. UU ini seha
rusnya dapat membuka peluang pemerintah
daerah mengelolasumber dayaalam. Banyak
daerah yang tergolong kayasumber dayaalam
menyambutnyadengan hangat. Seekan-akanhd
yang slamaini dirampas pemerintah pusat se-
geraditemukan kembali. UU itu menyangkut
pulaadanyadesentralisasi, yaitu penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah ke-
padadaerah otonom.

Daam penjelasan dari UU itu dituliskan,
daerah mempunyai kewenangan utuh dan bulat
dalam penyelenggaraannya, mulai dari peren-
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canaan, pelaksanaan, pengawasan, pengen-
dalian, dan evaluasi untuk bidang-bidang ter-
tentu. Perolehan pendapatan daerah yang
berasal dari penerimaaan sumber daya alam
sudah puladiatur dalam penjelasan UU No. 32
Tahun 2004. Pendapatan Adi Daerah (PAD) itu
diharapkan cukup untuk membiayai kegiatan
pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Namun sering terjadi PAD sebuah daerahtidak
dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di
daerah.

PAD merupakan penerimaan yang dikum-
pulkan oleh daerah. Menurut Pasal 157 UU No.
32 Tahun 2004 sumber PAD terdiri dari: (1) Hasl
pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3)
Pendapatan daerah lainnyayang sah; dan (4)
LabaBadan UsahaMilik Daerah (BUMD). Dari
tuyjuhBUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Pro-
vins Riau, salah satunyaadalah PT RiauAir
Lines(RAL).

PT. RiauAirlinesberdiri sgjak tahun 2002
dengan pemegang saham ada ah Pemprov Riau
dan setiap kotalkabupaten di provins ini. Se-
bagal BUMD yang menyerap danaanggaran
cukup besar, Pemprov Riau merekrut Direktur
PT. RiauAirlinesyang memang berpengadaman
di maskapai penerbangan jugadi bidang lain.
Bebergpanamayang pernah memimpin adalah
Heru Nur Cahyadi dari tahun 2004 sampai
Agustus 2008 diberhentikan KomisarisPT. Riau
Airlinesakibat perselishan yang tgjam dengan
karyawan. Kemudian dilanjutkan oleh Samudra
Sukardi, menjabat selama setahun yang meng-
undurkan diri padaDesember 2009 akibat cam-
pur tangan birokras dan kepentingan dite pada
pembelian 2 unit pesawat kepresidenan Inggris
berbiayamahal dengan rute Pekanbaru-Jakarta
yang dinilai jalur padat. Sejak saat itu hingga
sekarang PT. RiauAirlinesdipimpin oleh Teguh
Triyanto.

Sampa saatini PAD yangdihaslkan PT Riau
Airlinesmasih kecil dan cenderung mengalami
penurunan. Bahkan padatahun 2009 RAL masih
mengalami minuskarenamas h harusmenutupi
beban kerugian padatahun sebelumnya.

Akibat krigsdanauntuk beroperas PT Riau
Airlinesmenghentikan kegiatan bisnisnyapada

awal September 2010 dan merumahkan se-
mentarawaktu 80 dari 200 karyawannyapada
bulan Oktober 2010. Namun awal Januari 2011
RiauAirlinesresmi beroperas kembai meayani
penerbangan komersial dengan satu pesawat
Boeing 737-500. (Selasa, 4 Januari 2011, http
/[/lwww.antaranews.com).

Sebagai bahan perbandingan antarajumlah
armadadenganjumlah pegawa PT RiauAirlines
adalah 1:120. Maskapai besar yang jugasedang
bermasdahyatuMerpati Airlinesmemiliki 1.800
karyawan dengan ArmadaZ27 pesawat, berarti
1 pesawat berbanding 67 karyawan (Kamis, 24
Februari 2011 (http //www.kompas.com) dan
MandadaAirlinesmemiliki 900 karyawan dengan
armada 11 pesawat, berarti 1 pesawat ber-
banding 81 karyawan (Rabu, 6 April 2011 http
[lIwww_metrotvnews.com). Sedangkan mas-
kapai yang sehat dengan contoh Batavia air
memiliki 1800 karyawan dengan 42 pesawat,
berarti 1 pesawat berbanding 43 karyawan (28
Maret 2011, http //www metrotvnews.com).
Terlihat jelas terjadinya kelebihan jumlah
karyawandi PT RiauAirlines.

Padasagt ini kinerjaPT RiauAirlinesmash
mendapat perhatian yang serius, selain dituntut
untuk menghasilkan PAD, PT RiauAirlinesjuga
belum bisamemenuhi persyaratan layak ber-
operas sesual dengan UU Penerbangan Nomor
1/2009. Daam peraturan yang akan diberlaku-
kan sepenuhnyatanggal 12 Januari 2012 itu
disebutkan, maskapai niaga berjadwal harus
mengoperasikan 10 unit pesawat. Pesawat ter-
sebut minima limadi antaranyaharusberstatus
hak milik.

Sementara itu tuntutan shareholder dan
masyarakat terhadap keberadaan bisnis dan
profes semakin meningkat, stakeholder meng-
hendaki agar kegiatan bisnismenghargai nilai-
nilai & kepentingan mereka, corporate direc-
tors dimintamengel olabisnisdgn etis, Peru-
sahaan dimintautk |ebih bertanggung jawab,
transparan, dan etis. Kinerjatidak lagi diukur
dari “berapayg diperoleh”, tetapi “ bagaimana
hasi| tersebut dicapai secaraetis’.

Belum optimalnyakinerjapengelolaan PT
RiauAirlinesitu, antaralain disebabkan oleh
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masih lemahnyakoordinasi kebijakan antara
langkah perbaikan internal perusahaan dan
kebijakan industrial sertapasar tempat berope-
rasinya. Adanya beban hutang dan tingginya
biayaoperasiond yang menyebabkan kerugian
perusahaan sehinggadi perlukan terobosan bisnis
oleh parapimpinan. Pimpinan kurang konsisten
dalam penempatan tenagakerjakarenakurang
memperhatikan skill dan pendidikan serta
profesonalisme. Jumlah pegawal yang besar bila
dibandingkan dengan armada penerbangan,
L emahnyakemampuan mangjemen perusahaan
dalam pengawasan dan pengel ol aan perusahaan
karenaadanyaintervens birokras. Mangjemen
perusahaan kurang menjalin kerjasamadengan
berbagai jaringan bisnis bahkan cenderung
mengabaikan kerjasamadengan investor, belum
terpisahkannyafungs komersia dan pelayanan
masyarakat, dan belum terimplementasikannya
pring p-pring p tatakel ola perusahaan yang baik
(good corporate governance) secara utuh di
PT RiauAirlines. Di sampingitu, belumutuhnya
kesatuan pandangan dalam kebijakan restruk-
turisasi dan privatisas di antaraparapemilik
kepentingan (stakeholders), berpotens mem-
berikan dampak negatif dalam pel aksanaan dan
pencapai an kebijakan yang ada

Penerapan pring p-prinsip good corporate
governance dalam suatu perusahaan merupakan
salah satu bahan pertimbangan utama bagi
kreditor dalam mengevaluasi potens suatu
perusahaan untuk menerima pinjaman kredit.
Bahkan bagi perusahaan yang berdomisili di
negara-negaraberkembang, implementad pringp
corporate governance secara konkret, dapat
memberikan kontribusi untuk memulihkan
kepercayaan para kreditor terhadap kinerja
suatu perusahaan yang telah dilanda krisis,
misalnyadi Indonesia. Penerapan prinsp good
corporate governance adalah untuk meng-
hasilkan kinerjaperusahaan yang efektif dan
efisen, meaui harmonisas mang emen perusa:
haan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen
dan independen dari dewan direks dan menja
lankan sehinggamenghasiikan kinerjaperusahaan
yang baik.

Baik buruknya good corporate gover-

nance memiliki keterkaitan dengan pel aksanaan
pengendalian intern pada perusahaan tersebut.
Daamrangkameninjau ketidakefektivan kinerja
PT Riau Airlines perlu juga ditinjau aspek
ekonomisas, efisend, dan efektivitasoperas PT
RiauAirlines. Seharusnyasemakin ekonomis,
semakin efisien, dan semakin efektif suatu
perusahaan dikel olamakaakan semakin efektif
pulakinerjaperusahaan tersebut. Untuk melihat
sejauh mana perusahaan dikel olasecaraeko-
nomis, efisien, dan efektif diperlukan audit
ekonomisad, efisiend, dan efektivitas operas
mang erid perusahaan yang dikena sebagal audit
mang emen. A pabiladilakukan secarabaik dan
benar, audit mang emen secarapotensd menjadi
dat evauad yang sangat berguna. Dari fenomena
tersebut pendliti termotivas untuk menditi sgauh
mana pengaruh good corporate governance
terhadap PT Riau Airlines dengan meninjau
aspek transparency (transparansi), accounta-
bility (pertanggung-jelasan), responsibility
(pertanggung-jawaban), independence (inde-
pendensi), danfairness (kewagjaran).

Pendlitianini bertujuan untuk melihat praktek
kegiatan usaha PT Riau Airlines dari aspek
transparency (transparansi), accountability
(pertanggung-jelasan), responsibility (pertang-
gung-jawaban), independence (independens),
danfairness (kewajaran).

METODE

Penditianini termasuk penditiannormative
empiris, yaitu penelitian hukum yang objek
utamanya adalah norma-norma atau kaidah-
kaidah dari aturan-aturan hukum positif yang
mengatur corporate governance, terutamayang
bertujuan untuk terwujudnyagood corporate
covernance. Untuk kemudian mempelgjari
implementasnyadi PT RiauAirlines.

M etode penelitian yang digunakan dalam
penulisan penelitian ini menggunakan metode
deskriptif anditisdengan pendekatan sudi kasus,
yaitumetodeyang melihat dan menggambarkan
lingkungan dan keadaan yang nyatayang tampak
ddam perusahaan dengan caramengumpul kan,
menygjikan dan menganalisis data sehingga
dapat memberikan gambaran yang cukup jelas
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mengenai objek yang diteliti, agar dapat diambil
SUatu kes mpulan maupun dijadikan sarandimasa
yang akan dating berdasarkan penelitian yang
dilakukan.

Pendlitianini jugamenggambarkan keadaan
dari aturan-aturan hukum yang mengatur hubu-
ngan antara pemegang saham, pengurus, pihak
kreditor, pemerintah, karyawan, parapemegang
kepentinganinternal eksternal lainnya, sehubu-
ngan dengan hak-hak kewajiban merekaatau
sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan dalam rangkamengarahkan penge-
lolaan bisnis serta urusan-urusan perusahaan
dalam rangkaterwujudnyakeberhasilan usaha
dan akuntabilitas. sertaimplementasinyasebaga
suatu hasil penelitian yang tentunya diawali
dengan kegiatan pengol ahan dan andlisadata.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Good Corporate Governance

Untuk memastikan bahwa asas GCG di-
terapkan pada setiap aspek bisnisdan di semua
jgaran PT RAL sesua asasGCG yaitutranspa
rand, akuntabilitas, respongbilitas, independens
sertakesetaraan dan kewg aran diperl ukan untuk
mencapai kinerja yang berkesinambungan
dengan tetap memperhatikan pemangku kepen-
tingan. Untuk |ebih jelasnyamengenai fokus
penilaian ada ah sebagai berikut:

1. Dewan direksi (DD): alat-alat ukur di-
fokuskan pada penilaian tingkat pemenuhan
atas prinsip Transparency dan Accoun-
tability & Responsibility.

2. Pejabat eksekutif (PE); alat-alat ukur
difokuskan pada penilaian tingkat peme-
nuhan atas prinsip Accountability &
Responsibility dan Responsiveness

3. Dewankomisariskomite(DK); aat-dat ukur
difokuskan padapenilaiantingkat pemenuhan
atas prinsip Responsiveness dan
Independence.

4. Auditor (AU); dat-aat ukur difokuskan pada
penilaian tingkat pemenuhan atas prinsip
Independence dan Fairness.

5. Pemangku kepentingan (PK); aat-aat ukur
difokuskan pada penilaian tingkat peme-
nuhan aaspringp Fairness dan Transparency.

a. Transparansi (Transparency)

Untuk menjagaobyektivitas dalam men-
jdankan bisnis, perusahaan harus menyediakan
informas yang materid danrelevan dengancara
yang mudah diaksesdan dipahami oleh pemang-
ku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya
masal ah yang disyaratkan oleh peraturan per-
undang-undangan, tetapi jugaha yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang
saham, kreditur dan pemangku kepentingan
lainnya

Padaitem pernyataan No 1 terlihat bahwa
PT RAL telah berusshamenyediakaninformas
secaratepat waktu, memadal, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan sertamudah diaksesoleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
Menurut penjel asan pararesponden, RAL telah
cukup menyediakaninformad secaratepat wakiu,
memadal, jelas, akurat dan dapat diperban-
dingkan sertamudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesual dengan haknya

Terungkap databahwa PT RAL telah ber-
usaha menyediakan informasi yang harus
diungkapkan mdiputi, tetapi tidak terbataspada,
vid, mig, sasaran usahadan strategi perusahaan,
kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
pengurus, pemegang saham pengendali, ke-
pemilikan saham oleh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris beserta anggota
kel uarganyada am perusahaan dan perusahaan
lainnyayang memiliki benturan kepentingan,
sistem mangjemen risiko, sistem pengawasan
dan pengendalian internal, sistem dan pel ak-
sanaan GCG sertatingkat kepatuhannya, dan
kejadian penting yang dapat mempengaruhi
kondis perusahaan.

Menurut penjelasan pararesponden, PT.
RAL telah cukup menyediakaninformas yang
harusdiungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas
pada, vis, mid, sasaran usahadan strategi peru-
sahaan, kondisi keuangan, susunan dan kom-
pensas pengurus, pemegang seham pengenddi,
kepemilikan saham oleh anggotaDireksi dan
anggota Dewan Komisaris beserta anggota
kel uarganyada am perusahaan dan perusahaan
lainnyayang memiliki benturan kepentingan,
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sistem manajemen risiko, sistem pengawasan
dan pengendalian internal, sistem dan pel ak-
sanaan GCG sertatingkat kepatuhannya, dan
kejadian penting yang dapat mempengaruhi
kondisi perusahaan.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh PT
RAL tidak mengurangi kewajiban untuk meme-
nuhi ketentuan kerahasiaan PT RAL sesuai de-
ngan peraturan perundang-undangan, rahasia
jabatan, dan hak-hak pribadi. Menurut pen-
jelasan para responden, prinsip keterbukaan
yang dianut oleh PT RAL tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan keraha-
SaanPT RAL sesua dengan peraturan perundang-
undangan, rahasiajabatan, dan hak-hak pribadi

Kebijakan PT RAL tdahtertulisdan secara
proporsional kurang dikomunikasikan kepada
pemangku kepentingan. Menurut penjelasanpara
responden, kebijakan PT RAL telahtertulisdan
secaraproporsional kurang dikomunikasikan

kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanyasecaratrangparan dan
wajar. Untuk itu perusahaan harusdikelolase-
carabenar, terukur dan sesuai dengan kepenti-
ngan perusahaan dengan tetgp memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentinganlain. Akuntabilitasmerupakan pra-
syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja
yang berkesinambungan.

PT RAL telah menetapkanrinciantugasdan
tanggung jawab masing-masing bagian perusa
haan dan semua karyawan secara jelas dan
selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan
strategi perusahaan. M enurut penjelasan para
responden, PT RAL telah menetapkan rincian
tugasdan tanggung jawab masing-masing bagian
perusahaan dan semuakaryawan secarajelas
dan sdarasdenganvis, mig, sasaran usahadan
Strategi perusahaan

Semua bagian perusahaan PT RAL dan
semuakaryawan mempunya kompetens sesual
dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya
dalam pel aksanaan GCG Menurut penjelasan

pararesponden, semuabagian perusahaan PT
RAL dan semuakaryawan mempunyai kom-
petens sesual dengan tugas, tanggung jaweb, dan
perannyadaam pel aksanaan GCG

PT RAL tdahmemiliki Sstem pengenddian
internal yang efektif dalam pengel ol aan perusa-
haan. Menurut penjelasan pararesponden, PT
RAL tdahmemiliki 9stem pengenddianinternd
yang efektif dalam pengel olaan perusahaan. PT
jugaRAL telah memiliki ukuran kinerjauntuk
semuajgaran perusahaan yang kons sten dengan
nilai-nilai perusahaan, sasaran utamadan Srategi
perusahaan, sertamemiliki sistem penghargaan
dan sanksi (reward and punishment system).
Menurut penjelasan pararesponden, PT RAL
telahmemiliki ukurankinerjauntuk semuajgaran
perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai
perusahaan, sasaran utamadan strategi perusa-
heen, satamemiliki Sslem penghargaen dansankd.

Daam mel aksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, setiap bagian perusahaan PT RAL
dan semuakaryawan telah berpegang padaetika
bisnisdan pedoman perilaku (code of conduct)
yang telah disepakati . Menurut penjelasan para
responden, dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, setigp bagian perusahaan PT
RAL dan semuakaryawan tel ah berpegang pada
etika bisnis dan pedoman perilaku (code of
conduct) yang telah disepakati.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harusmematuhi peraturan per-
undang-undangan sertamel aksanakan tanggung
jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehinggadapat terpeliharakes nambungan usaha
dalam jangkapanjang dan mendapat pengakuan
sebagai good corporate citizen. Setiap bagian
perusahaan PT RAL kurang berpegang pada
prins p kehati-hatian dan memeastikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, ang-
garan dasar dan peraturan perusahaan (by-
laws). Menurut penjelasan pararesponden, se-
tiap bagian perusahaan PT RAL kurang ber-
pegang pada prinsi p kehati-hatian dan memas-
tikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar dan peraturan pe-
rusahaan (by-laws).
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PT RAL kurang melaksanakan tanggung
jawab sosia dengan antaralain peduli terhadap
measyarakat dan kel estarian lingkungan terutama
di sekitar perusahaan dengan membuat peren-
canaan dan pel aksanaan yang memadai. Me-
nurut penjelasan para responden, PT RAL
kurang melaksanakan tanggung jawab sosial
dengan antaralain peduli terhadap masyarakat
dan kelestarian lingkungan terutamadi sekitar
perusahaan dengan membuat perencanaan dan
pel aksanaan yang memadai

d. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG,
perusahaan harus dikel olasecaraindependen
sehinggamasi ng-mading bagian perusahaantidak
sadlingmendominas dantidak dapat diintervens
oleh pihak lain. Setiap bagian perusahaan PT
RAL telahmenghindari terjadinyadominas oleh
pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepen-
tingan tertentu, bebasdari benturan kepentingan
dan dari segdapengaruh atau tekanan, sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
obyektif. Menurut penjelasan pararesponden,
setigp bagian perusahaan PT RAL telah meng-
hindari terjadinyadominas oleh pihak manapun,
tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu,
bebasdari benturan kepentingan dan dari segda
pengaruh atau tekanan, sehinggapengambilan
keputusan dapat dil akukan secaraobyektif

Setiap bagian perusahaan PT RAL kurang
me aksanakan fungd dantugasnyasesua dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-unda-
ngan, tidak saling mendominasi dan atau me-
lempar tanggung jawab antarasatu denganyang
lain sehinggaterwujud sistem pengendalianin-
ternal yang efektif. Menurut penjelasan para
responden, Setiap bagian perusahaan PT RAL
kurang mel aksanakanfungs dantugasnyasesua
dengan anggaran dasar dan peraturan perun-
dang-undangan, tidak saling mendominas dan
atau melempar tanggung jawab antara satu
dengan yang lain sehingga terwujud sistem
pengenddianinterna yang efektif.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, peru-
sahaan harus senantiasamemperhatikan kepen-
tingan pemegang saham dan pemangku ke-
pentingan lainnyaberdasarkan asas kesetaraan
dan kewgjaran. PT RAL kurang memberikan
kesempatan kepada pemangku kepentingan
(stakeholders) untuk memberikan masukan dan
menyampai kan pendapat bagi kepentingan peru-
sahaan sartamembukaaksesterhadap informas
sesua dengan prindp trangparans dalamlingkup
kedudukan masing-masing. Menurut penjelasan
pararesponden, PT RAL kurang memberikan
kesempatan kepada pemangku kepentingan
(stakeholders) untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap
informasi sesual dengan prinsip transparansi
dalam lingkup kedudukan masing-masing.

PT RAL jugakurang memberikan perlakuan
yang setaradan wagjar kepadapemangku kepen-
tingan (stakeholders) sesual dengan manfaet dan
kontribus yang diberikan kepada perusahaan.
Menurut penjelasan pararesponden, PT RAL
kurang memberikan perlakuan yang setaradan
wajar kepada pemangku kepentingan (stake-
holders) sesua dengan manfaat dan kontribus
yang diberikan kepada perusahaan.

PT RAL kurang memberikan kesempatan
yang samaddam penerimaan karyawan, berkarir
dan mel aksanakan tugasnyasecaraprofesiona
tanpa membedakan suku, agama, ras, jender,
dan kondis fisik. Menurut penjelasan para
responden, PT RAL kurang memberikankesem-
patan yang samadal am penerimaan karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama,
ras, jender, dankondis fisik.

Pengaruh Good Corporate Governance
Pringip-prinsip dasar GCG ini diharapkan
menjadi titik rujukan bagi para regulator
(pemerintah) dalam membangun framework
bagi penerapan GCG. Bagi parapel aku usaha
dan pasar modd pringp-prindpini dapat menjadi
guidance atau pedoman dalam mengel aboras
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best practices bagi peningkatan nilai dan
kel angsungan hidup perusahaan. Prindp-prinsp
dasar good corporate governance mencakup
limabidang utamayaitu: hak-hak parapemegang
saham dan perlindungannya, peran parakarya
wan dan pihak-pihak yang berkepentinganlain-
nya, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu
sertatrangparans sehubungan dengan struktur
dan operas perusahaan, tanggung jawab dewan
direks dan komisaris terhadap perusahaan,
pemegang saham, karyawan dan pihak-pihak
berkepentinganlainnya

Pringp-pringp transparang,, keadilan, akun-
tabilitas, responsi bilitas dan independen GCG
dalam mengurus perusahaan, sebaiknyadiimba:
ngi dengan good faith (bertindak atas itikad
baik) dan kode etik perusahaan sertapedoman
GCG agar vis dan misi perusahaan yang ber-
wawasan internasional dapat terwujud.

Hak-hak parapemegang saham, yang harus
diberi informasi dengan benar dan tepat pada
waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut
berperan sertadalam pengambilan keputusan
mengena perubahan-perubahan yang mendasar
atas perusa-haan, dan turut memperoleh bagian
dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan
yang akurat dan tepat pada wak-tunya serta
trangparans mengenal semuahal yang penting
bagi kinerjaperusahaan, kepemilikan, sertapara
pemegang kepentingan (stakeholders). Prinsp
ini diwujudkan antaralan dengan mengembang-
kan sistem akuntang (accounting system) yang
berbasi skan standar akuntansi dan best prac-
tices yang menjamin adanyal aporan keuangan
dan pengungkapan yang berkuditas, mengem-
bangkan Information Technology (IT) dan
Management Information System (MIS)
untuk menjamin adanyapengukurankinerjayang
memadai dan proses pengambilan keputusan
yang efektif olen Dewan Komisarisdan Direkd,
mengembangkan enterprise risk management
yang memastikan bahwasemuarisko sgnifikan
telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola
padatingkat tolerand yang jeas; mengumumkan
jabatan yang kosong secaraterbuka.

Tanggung jawab mangemenmedui penga-
wasan yang efektif (effective oversight) ber-

dasarkan balance of power antara mangjer,
pemegang saham, Dewan Komisaris, dan
auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban
manajemen kepada perusahaan dan para
pemegang saham. Pringpini diwujudkan antara
lain dengan menyiapkan Laporan K euangan
(Financial Statement) padawaktu yang tepat
dan dengan carayang tepat, mengembangkan
Komite Audit dan Risiko untuk mendukung
fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
mengembangkan dan merumuskan kembali
peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra
bisnis strategik berdasarkan best practices
(bukan sekedar audit). Tranformasi menjadi
“Risk-based” Audit; menjaga manajemen
kontrak yang bertanggung jawab dan menangani
pertentangan; penegakan hukum (sistem
penghargaan dan sanksi); menggunakan Exter-
nal Auditor yang memenuhi syarat (berbasis
profesondisme).

Peranan pemegang saham harus diakui
sebagaimanaditetapkan oleh hukum dan kerja
samayang aktif antara perusahaan serta para
pemegang kepentingan dalam mencip-takan
kesgjahteraan, |apangan kerja, dan perusahan
yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan
tanggung jawab korporas sebagai anggota
masyarakat yang tunduk kepada hukum dan
bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini
diwujudkan dengan kesadaran bahwatanggung
jawab merupakan konsekuend logisdari adanya
wewenang; menyadari akan adanyatanggung
jawab sosia; menghindari penyalahgunaan ke-
kuasaan; menjadi profesional dan menjunjung
etika; memdiharalingkungan bisnisyang sehat.

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG
perusahaan harus dikel ola secaraindependen
sehinggamasing-masing organ perusahaan tidak
saling mendominas dantidak dapat diintervens
oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk
menghindari adanyapotens konflik kepentingan
yang mungkintimbul oleh parapemegang ssham
mayoritas. Mekanismeini menuntut adanyaren-
tang kekuasaan antara dengan kepentingan
perusahaan dengan tetap dalam mang emen,
pengawasan mang emen sertatanggungjawab
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sosd, menghindari penyaahgunaan komposis
komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak
luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan
prosesyang terjadi harusobyektif tidak dipenga
ruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.
Perlakuan yang samaterhadap parapeme-
gang saham, perilaku perusahaan (corporate
conduct) dan atau kebijakan-terutamakepada
pemegang saham minoritasdan pemegang saham
adng, dengan keterbukaaninformas yang penting
sertamelarang pembagian untuk pihak sendiri
dan perdaga-ngan saham oleh orang dalam
(insider trading). Pringpini diwujudkan antara
lain dengan membuat peraturan korporas yang
melindungi kepentingan minoritas; membuat
pedoman kebijakan yang melindungi korporas
terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-
dealing, dan konflik kepentingan; menetapkan
peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
Direksi, dan Komite, termasuk sistem remu-
neras, menygjikaninformas secarawgjar atau
pengungkapan penuh material apa pun,
mengedepankan Equal Job Opportunity.
Untuk pelaksanaan GCG perlu dilandas
olehintegritasyang tinggi diperlukan pedoman
perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi
acuan bagi organ perusahaan dan semua
karyawan dadam menerapkannilai-nila (values)
dan etikabisnis sehinggamenjadi bagian dari
budaya perusahaan. Prinsip dasar yang harus
dimiliki oleh perusahaan adal ah: Setiap peru-
sahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan
(corporate values) yang menggambarkan sikap
mora perusahaan daam pe aksanaan usahanya.

Untuk merealisasikan sikap moral dalam
pel aksanaan usahanya, perusahaan harus me-
miliki rumusan etikabisnisyang disepakati oleh
organ perusahaan dan semua karyawan.
Pdl aksanaan etikabisnisyang berkes nambungan
akan membentuk budaya perusahaan yang
merupakan manifestad dari nila-nila perusahaan.
Etikadanintegritasmerupakan suatu keinginan
yang murni dalam membantu orang lain. Keu-
juran yang ekstrim, kemampuan untuk meng-
analisis batas-batas kompetisi seseorang, ke-
mampuan untuk mengakui kesdahandanbegar
dari kegagalan. Nilai-nilai dan rumusan etika

bisni s perusahaan perlu dituangkan dan dijabar-
kan |ebih [anjut dalam pedoman perilaku agar
dapat dipahami dan diterapkan.

Nilai-nilai perusahaan merupakanlandasan
mora dalammencapai vis danmid perusahaan.
Olehkarenaitu, sebel ummerumuskan nilai-nila
perusahaan, perlu dirumuskan visi dan mis
perusahaan. Walaupun nilai-nilai perusahaan
padadasarnyauniversad, namun dalam merumus-
kannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha
sertakarakter dan letak geografisdari masing-
masing perusahaan. Nilai-nilal perusahaanyang
universa antaralain adalah terpercaya, adil dan
jujur.

Etikabisnisadal ah acuan bagi perusahaan
dalam mel aksanakan kegiatan usahatermasuk
dalam berinteraks dengan pemangku kepenti-
ngan (stakeholders). Penerapan nilai-nilai
perusahaan dan etikabisnis secaraberkes nam-
bungan mendukung terciptanyabudaya peru-
sahaan. Setiap perusahaan harus memiliki
rumusan etikabisnisyang disepakati bersama
dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman
perilaku.

Pedoman perilaku merupakan penjabaran
nilai-nilai perusahaan dan etikabisnisdalam
mel aksanakan usahasehinggamenjadi panduan
bagi organ perusahaan dan semua karyawan
perusahaan; Pedoman perilaku mencakup pan-
duan tentang benturan kepentingan, pemberian
dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan
terhadap peraturan, kerahasiaaninformasi, dan
pel aporan terhadap perilaku yang tidak etis.

Benturan kepentingan adalah keadaan
dimana terdapat konflik antara kepentingan
ekonomisperusahaan dan kepentingan ekonomis
pribadi pemegang saham, angggota Dewan
Komisarisdan Direksi, sertakaryawan peru-
sahaan; Dalam menjalankan tugas dan kewa-
jibannya, anggotaDewan Komisarisdan Direks
serta karyawan perusahaan harus senantiasa
mendahul ukan kepentingan ekonomis perusa-
haan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau
keluarga, maupun pihak lainnya; AnggotaDewan
Komisarisdan Direks sertakaryawan perusa
haan dilarang menyal ahgunakan jabatan untuk
kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga
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dan pihak-pihak lain; Dalam ha pembahasan dan
pengambilan keputusan yang mengandung unsur
benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan
tidak diperkenankanikut serta; Pemegang saham
yang mempunyai benturan kepentingan harus
mengel uarkan suaranya dalam RUPS sesuai
dengan keputusan yang diambil oleh pemegang
saham yang tidak mempunyai benturan kepen-
tingan; Setiap anggota Dewan Komisarisdan
Direks sartakaryawan perusahaan yang memiliki
wewenang pengambilan keputusan diharuskan
Setigp tahun membuat pernyataan tidak memiliki
benturan kepentingan terhadap setigp keputusan
yang telah dibuat olehnyadan telah mel aksana-
kan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh
perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisarisdan Di-
reks sertakaryawan perusahaan dilarang mem-
berikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung
ataupun tidak langsung, kepadapejabat Negara
danaauindividuyangmewakili mitrabisnis yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan,;
Setiap anggotaDewan Komisarisdan Direks
sertakaryawan perusahaan dilarang menerima
sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung
ataupun tidak langsung, dari mitrabisnis, yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;

Donas oleh perusahaan ataupun pemberian
suatu aset perusahaan kepadaparta politik atau
seorang atau lebih caon anggotabadan legid atif
maupun eksekutif, hanyabol eh dil akukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
batas kepatutan sebagai manaditetapkan oleh
perusahaan, donas untuk amal dapat dibenar-
kan; Setiap anggota Dewan Komisaris dan
Direks sertakaryawan perusahaan diharuskan
setiap tahun membuat pernyataan tidak mem-
berikan sesuatu dan atau menerimasesuatu yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Organ perusahaan dan karyawan perusa-
haan harus mel aksanakan peraturan perundang-
undangan dan peraturan perusahaan; Dewan
Komisarisharusmemastikan bahwaDireks dan
karyawan perusahaan mel aksanakan peraturan
perundang-undangan dan peraturan perusahaan;
Perusahaan harus mel akukan pencatatan atas
harta, utang dan modal secara benar sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
AnggotaDewan Komisarisdan Direks, peme-
gang saham sertakaryawan perusahaan harus
menjaga kerahasiaan informasi perusahaan
sesual dengan peraturan perundang-undangan,
peraturan perusahaan dan kelazimandaamdunia
usaha;

Setiap anggota Dewan Komisarisdan Di-
reksi, pemegang saham sertakaryawan peru-
sahaan dilarang menya ahgunakaninformas yang
berkaitan dengan perusahaan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada informasi rencana pe-
ngambil-alihan, penggabungan usahadan pem-
belian kembali saham; Setiap mantan anggota
Dewan Komisarisdan Direks sertakaryawan
perusahaan, sertapemegang saham yang telah
mengalihkan sahamnya, dilarang mengung-
kapkan informasi yang menjadi rahasiaperu-
sahaan yang diperolehnyasd amamenjabat atau
menjadi pemegang sehamdi perusahaan, kecudi
informad tersebut diperl ukan untuk pemeriksaan
dan penyidikan sesual dengan peraturan per-
undang-undangan, atautidak lagi menjadi rahasa
milik perusahaan.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk
menerimadan memastikan bahwa pengaduan
tentang pelanggaran terhadap etikabisnisdan
pedoman perilaku perusahaan diproses secara
wajar dan tepat waktu; Setiap perusahaan harus
menyusun peraturan yang menjaminperlindungan
terhadap individu yang melaporkan terjadinya
pelanggaran terhadap etikabisnisdan pedoman
perilaku perusahaan. Dalam pelaksanannya,
Dewan Komisaris dapat memberikan tugas
kepadakomite yang membidangi pengawasan
implementas GCG

SIMPULAN

Penerapan GCG sangat berpengaruh ter-
hadap kinerjaPT RiauAirline. Semuaasas-asas
yang ada pada GCG direspon positif oleh
manajemen perusahaan. Dimulai dari asas
Tranparancy (Keterbukaan Informasi) ber-
pengaruh sangat signifikan terhadap PT RAL.
PT RAL kurang memberikan aksesinformas
yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan sertadisampaikan secara
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proporsional kepada para pemegang saham
sesuai dengan hak-hak yang dimiliki. Accoun-
tability (Akuntabilitas) berpengaruh sangat
signifikanterhadap PT RAL. PT RAL kurang
memiliki uraian pekerjaan, tanggung-jawab dan
kualifikas yang jelasbagi seluruh karyawan,
memiliki Sstem pengenddianinterna yang efekif,
indikator kinerjauntuk seluruh anggotaDewan
dan karyawan, sertamemiliki Pedoman Perilaku.
Responsibility (Pertanggungjawaban) berpe-
ngaruh sangat signifikan terhadap PT RAL.
Semuabagiandi ddam PT RAL kurangberskap
hati-hati dalam pengambilan keputusan dan
dalam setiap langkah-langkah yang ditempunh,
memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan-peraturan yang berlaku, anggaran
dasar serta mempunyai kepekaan terhadap
kondisi lingkungan dan kepentingan sosd mas-
yarakat sekitar lokasi perusahaan. Indepen-
dency (Kemandirian) berpengaruh sangat
signifikan terhadap PT RAL. Setiap bagian
dalam PT RAL kurang menghindari dominasi
pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan-
kepentingan tertentu, bebas dari benturan ke-
pentingan, sertabebas dari pengaruh atau te-
kanan, sehinggakeputusan yang diambil dapat
dipertanggung-jawabkan secaraobjektif guna
kepentingan Perseroan. Fairness (K esetaraan
dan Kewajaran) berpengaruh sangat signifikan
terhadap PT RAL. PT RAL kurang memberikan
kesempatan kepada pemegang saham untuk
memberikan input dan menyediakan aksesatas
informasi perusahaan sesuai dengan prinsip
trangparang.
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